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PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 600 / 82 / 2019

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN PURBALINGGA

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN PURBALINGGA,

bahwa guna mewujudkan tertib tata ruang yang aman,
nyaman, produktif dan berkelanjutan dalam rangka
mendorong good governance, maka dipandang perlu

melakukan pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten
Purbalingga;

bahwa untuk mendorong peningkatan pengendalian
pemanfaatan ruang Kabupaten Purbalingga, maka dipandang
perlu mengatur Standar Operasional dan Prosedur (SOP)
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Purbalingga;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Purbalingga tentang Standar Operasional

Prosedur (SOP) Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten
Purbalingga;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi
Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68#-Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

o, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ltentang Administrasi
Pemerintnhon (Lemboran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambohan Lembaran Neparn R i
' ublik
Indonenin Nomor 5601); e o=

6. Peraturan  Pemerintnh Nomor 79  tnhun 2005 tentang
Pedoman  Pembinnon  Dan Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daernh (Lembaran Negarn Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

7.  Peraturnn  Pemerintnh Nomor 13 tahun 2017 tentang
Perubnhan Atns Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008
tentang Rencnna Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2029
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor
16);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten
Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5);

“10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52

Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
115 Tahun 2017 tentang Meckanisme Pengendalian
Pemanfaatan Ruang Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1853);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Derah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);

13. Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 650/404 Tahun 2018
tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang
Daerah, Sekretariat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah,
dan Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang Serta Kelompok
Kerja Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan
Ruang Kabupaten Purbalingga.

MEMUTUSKAN :

-

Standar Operasional Prosedur Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Lampiran |
dan 1l yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan
ini.

Penctapan  Standar  Operasional Prosedur masing-masing
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, ditandatangani oleh
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Purbalingga.



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pads diktium
KESATU wajib menjadi pedoman pelaksanasn kegintan i
lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penatasn Fuany dan Tim
Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Purbalinggs.

Standar Operasional Prosedur dapat dilakukan perubshen routu
baku berdasarkan kesepakatan bersama pelaksana 0O
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengasn persetujusn
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penatasn Rusng Kabupaten
Purbalingga.

Peninjauan kembali Standar Operasional Prosedur websgaimans

dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan paling lamas 2 (dua)
tahun scjak ditetapkan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 11 Nopember 201%

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
 DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PURBALINGGA,
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NIP. 19600531 199002 1 007



LAMPIRAN | KEPUTUSAN KEPALA DPU PR KAB, PURBALINGGA
NOMOR 600 /8212010
TANGGAL © 11 Nopember 2019
rarren Nomor S0P DPUPR/PR/DY
T . " Tanggal Pembuatan 11 Nopember 2019
T' Tanggal Ravis|
w Tanggal Pengesahan 11 Nopambar 2018
Kepala DPUPR Kabupgten Purbalingga
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 1 -
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Disahkan Oleh _ [~
JI. Raya Purbalingga - Kaligondang Km. 2 \ E
Telp. 0281-893158 Fax. 0281-B95767 Pembina Utama Muda
Purbalingga NIP..19600531 199003 1 007

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP)
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG TERHADAP INVESTASI SKALA MENENGAH/KECIL

Definisi :

rencana tala ruang,

Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya mewujudkan tertib tala ruang yang mengacu pada rencana lala ruang, digunakan dalam melakukan
pemantauan pemanfaatan ruang oleh perangkal daerah yang menyelenggarakan sub urusan penataan ruang berdasarkan Peraturan Daerah tentang

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana pada Sekretarial TKPRD :

1. UU No, 26 Tahun 2007 ttg Penataan Ruang;
2. PP No.15 Tahun 2010 ttg Penyelenggaraan Penataan Ruang;

3. Perda No. 5 Tahun 2011 tig Rencana Tata Ruang Wilayah Kab.
Purbalingga;

1.
2.
3

Pendidikan minimal SLTA / Sederajal;
Mengetahul tig RTRW Kab. Purbalingga;
Dapat mengoperasikan komputer.

4. Permendagr No. 115 Tahun 2017 tig Mekanisme Pengendalian
Pemanfaatan Ruang Daerah; Peralalan / Perlengkapan
5. Keputusan Bupali Purbalingga No. 650/404/2018 Thn 2018 tig 1. Lemari Arsip;
Pembentukan TKPRD Kab. Purbalingga. 2, Dala Invenlarisasi masalah:
Pihak-pihak lerkail : 3 Komputer;
1. Kepala DPU-PR; 4, Meja pelayanan;
2. Sekretariat TKPRD Kab. Purbalingga; 5. Buku Register Pengaduan;
3. Pemanfaat Ruang. B. Buku Register Pengendalian.
Peringatan : Pencalatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan berdampak pada sistemn 1. Seliap indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang lercatat dalam Buku
administrasi pengendalian pemanfaatan ruang. Register Pengaduan;
2 Sefiap surat peringalan tercatat dalam Buku Register Pengendalian.
PELAKSANA MUTU PELAYANAN
. DPL KET.
e AT Solrolariat ""':R”“" Pemantazt Ruang Persyaratan Wakw Output
1. [Sekemnat  TKPRD — melakukan - Laporan dan pangaduan masyarakal;
inventarisasi masalah, T - Hasil pamantauan pamantaatan ruang; i e
- Hasll inventansasi data kasus indikasl
pelanggaran pemanfaatan neang,
Z [Sekretariat TKPRD melakukan scleisl) ¢/ 4 Shodist  kasus Indikasi  pelanggaran| 1Har Keris |8adcas yang telah
pemilihan kasus. | 2 l pemaniaatan ruang. dssleks|
3 |Seewmnat TKPRD  melakukan) 2 —
Pengumpuian bahan dan kelsrangan (data| 1Har Kerja | Berkas lengkap
pangumpuian Bahan dan kelerangan) 3
(data dan informas]). dan Informasi), sarla dokumentasi
4 |Ssivetanat THPRD  melakukan N
verfiasl lerhadap seleksi pemilihan a Data seleksi
pﬂmnnh‘hnﬂhﬂ.ﬂm m’“.l&hm 1 Harl Kerja tercatal datam
skala besarfsiralegis/omplehs atau Eb Buku Register




PELAKSAHA | IRV -
NO. AKTINITAS TSakilarial | Kapala OPU- U'_lji_«luﬂ_l_trﬂ . — :
T® PR Pamantast Huany Fornjanalan | Webdaa ¢ FEf
a Shkala besarfstralegnompeels — ——
diperiukan  Perdmbangan  Teknis
TKPRD dimana SOP nya diatu
tersendir (Lampsran 1)
b. Skala menengahked] ddanjuthan
dengan prosas berlkutnya
5 |Sekretanat TKPRD melakukan D'““’*'“W"J‘Jlﬂﬂwml R ——— — -
janjrgan lagangan delam  rangka 5 e Uneratal dadarn Bk fedglades 1 hian Hasje | Voot Vortnan
venfikasl dan vabdasl : paigadian. | gttt
6 |Sexrstanal TKPRD melakukan 4 ————
pembahasan hasl varifikasl lapangan.
& Hasil Varitbas! | aparean 1 e Ve | Forttemtonan
LR
g e
T |Sewretariat THPRD menyusun Benta Ty e
Acara Rapal 7 Hasd Pembahasan Vedfkse Lapangan | 7 e Fada | gl Lakiatans
T _Hfl'frh__ —
’ D menyusun - Liia®) P arddingoiadi
Penetapan Kesepakatan Tindakan, 8 Bt Acars lapal Sekivtaral TRPRD, | 2 Han Vada | Fasngaiaian
I wobmivin
9 [Sekretarat TKPRD mengajukan Draft Fieda oo
Penetapan Kesepakatan Tindakan \l; Fragraginpinti (rat
kepada Kepala DPU-PR. Furadingan
9 Draft Panatspan Ketapakatan Tindakan dan 1 Mad e ¥ s ai st
Barits Acara Fapsl Gaksetaral THFRD, Tirwhakan Sarga’
ledtha Fraia
Tt toakrutarit
T¥itel)
0 Sosial tent ¢ - Pinak-pihak yang diduga malakikan Head
pﬂ-wmpmwﬁunnwww 10 patanggaran dundang Rapet Coslalessl 1 Han Fada | Parbalssan
hrwwmp::‘u?nmwhm Rapel Sosisiasel
1 [ DPUPR S Gelewty Nota Dinas Pengajisn Draf Gurst
TKPRD menandatangani Draft Sura 11 Peringatan ddamgkd Beta Acars Rapel | 2 Had Vare l:m:unbuﬂ
Pesigeion. Cekrutarial THPRD. st Padngetan
12 |Sekretariat TKPRD — melakukan
penomoran dan pencantuman tanggal Prrearvsan winl
serta psncatatan sural peringatan| 12 iy itan ks
dalam Buku Register Pengendalian Sursl Parngatan (GF) 10 rrsnit m'luﬂ&tu
Patqjardskan
13 |Sekretaniat TKPRD menginformasikan b
surat peringatan (SP) kepada pihak- 13 Lol Padingatan
pihak yang metakukan 1 Had Fada (2
tata ruang
14 |Pihak-pihai yang makakuian
pelanggaran % ruang mensrima surst)
peringatan (SP); .
SP1 jangka waidu 5 ha keda; Tmmuup?*mntﬁﬁm 19 Han Kana .,uml;;!;um
SP2 jangha waldy 5 har keda; Sekrelarial THPRD
SP3 jangka walkdu § har keda.
15 [Tindakan pomasangan plang papan Janis papan - perngatan
prag 15 |« ¢ umupmm e
T
16 |Evalasi E] =N
Pangendakan Pamanfasian Ausng| 31 Han Kada
Terhadap Investasl Ghals Mensngah/Mac | dan 10 ment
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LAMPIAN L KEPUTUSAN KEPALA DPLL PR KADL PURRALINGGA
A 600 | 82/ 2019
TANGGAL @ 11 Nopemiber 2018
— Nomor S0P DPUPRPRON
T - - Tanggal Pembuatan 11 Nopembar 2019
"h.-l‘“ Tanggal Rovisi
¥ & Tanggal Pengesahan 11 Nopember 2019
Kepala DPUPR Purbalingga
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA = ,
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Disabkan Oleh \ U= R_
Ji Raya Purbalingga - Kaligondang Km. 2 e
Telp. 0281893158 Fax. 0281-805767 N +" Pembina Utama Muda
Purbalingga NIP. 19500531 199003 1 007

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP) '
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG TERHADAP INVESTAS| SKALA BESAR/STRATEGIS/KOMPLEKS

m" '. .

Pengendalian pemanfaatan muﬁﬂmy&m}ﬂml&ﬂhﬂmywmmwﬂmmm.dhm
plah parangkal daersh yang mmmenﬂmvmmnmmmm ruang.

dalam melakukan pemantauan pamanfaatan ruang

Kualifikasi Pelaksana pada Sekretarial TKFRD :

Dasar Hukum :
1. UU No. 26 Tahun 2007 g Penataan Ruang; 1. Pendidikan minimal SLTA | Sedarajat;
2. PP Mo.15 Tahun 2010 tig Penyslenggaraan Penataan Ruang; 2. Mengatahul ig RTRW Kab. Purbalingga;
3. Perda No. 5 Tahun 2011 iig Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. 3. Dapat mengoperasikan komputer.
Purbalinggs;
4, Permendagri No. 115 Tahun 2017 tig Mekanisme Pengendalian
Pemantaatan Ruang Daerah; Peralatan [ Perlangkapan
5. Keputusan Bupati Purbalingga No. 650/404/2018 Thn 2018 tig 1. Lemar Arsip;
Pembentukan TKPRD Kab. Purbalingga. 2. Data inventarisasi masalah;
Pihak-pihak tarkail : 3. Kompuler,
1. Ketua TKPRD; 4. Meja pelayanan;
2. Sakretanal TKPRD; 5. Buku Register Pengaduan.
3. Pokja PRPPR TKPRD; 6. Buku Register Pengendallan.
4. Kepala DPU-PR; Pencatatan dan Pendatsan
5. Pemanfast Ruang 1. Setiap indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang lercatal dalam Buku Registar Pengaduan.
Peringaian ; 2. Sefisp sural paringatan tercalal dalam Buku Register Pengendailan.
mwwmﬁmmummmm
adminkstrasi pengendalian pemanfaatan ruang.
PELAKEANA WLITU PELAYAKAN
No. AT ""Tn";‘ Pokja PRPPR """"F‘; Ketus TRPRD | Pemantast Ruang Purryareisn Wkt Output o
1 |Gocetanat THPRD  melakuican - Laporan dan pingaduan masyarsket, | 1 Hari Kerja Bericas lengicap
| vernarsasi masaian. 7 . Hasdl pemantzuan pemantaatan nang;
- Hasd inventansas data kasus indikasi
pelanggaran pemantiatan nang.
T [Sokretanat | THPRD  mesakukan g Srorths! s india peanggaan 1 Har Karfa Barias yang keiah
seieks pemiinan K3SUS. l 2 I . pemantaatan ruang. ek
3 THPRD ki S IHariKerja | Berkas lengiap
wwmw |t clan indormmacs]), Se7ta dekumaniasl.
¢
$ Ciata seipkad permihan
Boras yang felah diverifikasi 1 Mari Kedia """t:::;:,"“
| - =
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